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ABSTRAK 
GUSTIA, (B111 11 061), “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Anggota Legislatif”. Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan sebagai 
Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan money politic pada penyelenggaraan 
pemilu anggota legislatif serta untuk mengetahui upaya penanggulangan 
oleh Panwaslu terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan 
pemilu anggota legislatif.  
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan melakukan 
wawancara langsung dengan beberapa calon legislative, tim sukses, 
Panitia Pengawas Pemilu, Polisi, masyarakat dan mengambil beberapa 
data terkait penelitian yang penulis teliti di Kantor Pengawas Pemilu 
Kabupaten Bone sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang 
timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi dokumen 
dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari 
buku-buku, literature, undang-undang, serta aturan-aturan penunjang 
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya money politic pada penyelenggaraan pemilu 
anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legslatif, persaingan atau 
kompetisi yang ketat anntara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, 
tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, 
kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang 
rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan 
belum memahami hakekat pemilu. (2) Upaya penanggulangan oleh 
Panwaslu terhadap kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu 
legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya 
represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. Upaya 
pencegahan yaitu menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi, 
menginstuksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan 
pengawasan aktif,melakukan pendekatan persuasi kepada masyarakat, 
menjain kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik 
rawan yang diduga berpotensi terjadinya money politic. Sedangkan upaya 
represif yaitu penanganan dan penyelesaian kejahatan money politic 
secara formil dilakukan melalui peradilan umum berdasarkan KUHAP, 
kecuali ditentukan lain oleh UU No. 8 Tahun 2012 sesuai asasnya yaitu 
lex specialis derogate lex generalis, maka dalam hal ini UU No. 8 Tahun 
2012 harus didahulukan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 
Dalam proses penanganan dan penyelesaian kejahatan money politic juga 
dibentuk sentra gakkumdu yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bawaslu, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang 
bertujuan mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di 
Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 
Hal ini dipertegas dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara 
Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip 
demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam International 
Commisision of Jurist, Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa 
penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bebas merupakan salah 
satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah rule 
of law.1 
Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara 
hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara 
untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan 
prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang 
secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945. Satu-satunya hak politik yang 
                                                             
1
 Abdul Bari Azed, 2000, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, UI Depok: Badan Penerbit Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1. 
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masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu 
berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem 
pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat 
untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. 2  Melalui 
amandemen UUD NRI 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, 
sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi pemilu secara langsung, 
baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil 
presiden.  
Pemilu legislatif atau pemilu DPR, DPD dan DPRD merupakan 
sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil 
rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai 
pembatasan kekuasaan lima tahunan. Amanat tersebut termaktub dalam 
ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur 
bahwa kedaulatan rakyat dilaksakanan menurut undang-undang yang 
berarti kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu berdasarkan undang-
undang. 
Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kedaulatan 
rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut ketentuan 
Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
                                                             
2
 Icmi Tri Handayani, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Dalam Penggunaan Media Telivisi sebagai Media Kampanye, Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2. 
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1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan 
bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
politiknya.3 Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 
Tahun 1999, mengatur bahwa: 
Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan hal tersebut, masyarakat berdasarkan kedaulatan 
yang dimiliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan 
daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih anggota DPR, 
DPD dan DPRD. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dimaksudkan 
untuk menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap WNI terjamin 
memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan 
aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat ke daerah.4 
Selain itu, wakil-wakil tersebut akan menjalankan fungsi melakukan 
pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-
undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan 
fungsi masing-masing serta merumuskan anggaran pendapatan dan 
belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.5 
                                                             
3
 Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
4
 Dedi Mulyadi, 2013, Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum 
di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 101. 
5
 Ibid, hlm. 99. 
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Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil 
merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang 
berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan 
legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan 
berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif 
dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.6 
Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratisasi 
suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai 
suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di 
dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.7 
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelengaraan pemilu 
anggota legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 
Tahun 2012). Undang-undang ini mengatur tentang tahapan-tahapan 
pemilu yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga 
penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas 
sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan pemilu.  
Akan tetapi, pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 
terdapat praktik illegal dan kasus tindak pidana pemilu yaitu terdapat 12 
                                                             
6
Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
7
 Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Pers, hlm. 
5. 
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jenis kasus yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia diantaranya 
Panitia Pengawas Pemilu (PPS) tidak menyerahkan kotak suara tersegel 
sebanyak 2 kasus, menggunakan fasilitas pemerintah sebanyak 7 kasus, 
memalsukan ijazah sebanyak 11 kasus, ubah, rusak/hilangkan berita 
acara dan rekap hasil suara sebanyak 11 kasus, sebabkan orag lain 
hilang hak pilih sebanyak 15 kasus, rusak/hilangkan hasil suara sebanyak 
15 kasus, kampanye diluar jadwal sebanyak sebanyak 24 kasus, coblos 
gunakan identitas orang lain sebanyak 29 kasus, larangan kampanye 
sebanyak 48 kasus, mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 50 kasus, 
sebabkan suara pemilih tidak bernilai sebanyak 52 kasus dan money 
politic sebanyak 84 kasus.8 
Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus terbanyak tindak pidana 
pemilu pada pemilu legislatif yaitu kejahatan money politic. Kemudian, dari 
hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 
sampai bulan April 2014 terdapat 5 (lima) wilayah dengan kasus money 
politic terbesar diantaranya Riau, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi 
Selatan dan Jawa Barat. 9 Praktik money politic tentunya melibatkan 
banyak pihak bukan hanya calon legislatif (caleg) tetapi umumnya 
dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus suatu partai 
politik untuk kepentingan partai politik atau kandidat.  
                                                             
8
 Kapolri, 2014, Paparan Kapolri Kesiapan Polri Dalam Pengamanan Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, hlm. 4 Diakses dari http:// kesbangpol. kemendagri.go.id/files_ uploads/Paparan_ 
Kapolri.pdf  [8 Oktober 2014]. 
9
 Indonesia Corruption Watch, 2014, Laporan Temuan Awal Pemantauan Politik Uang dan 
Penyelahgunaan Fasilitas dan Jabatan Negara dalam Pemilu 2014, hlm. 28. Diakses dari 
http://www.politikuang.net/sites/antikorupsi.org/files/doc/Politik%20Uang/Hasil_Sementara_Pemant
auan_Politik_Uang_d.pdf [10 Oktober 2014]. 
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Adapun bentuk kejahatan money politic pada praktiknya di 
masyarakat yaitu dengan pemberian uang atau pemberian. Barang yang 
diberikan beragam mulai dari alat rumah tangga, bahan bakar, bahan 
bangunan, bahan elektronik, kitab suci hingga makanan dan 
sembako. 10 Praktik money politic tidak hanya dilakukan pada masa 
kampanye tetapi juga pada masa tenang. Seperti halnya di Kabupaten 
Bone terdapat kasus money politic yang dilakukan oleh simpatisan salah 
satu partai dengan memberikan bahan bakar secara gratis kepada 
masyarakat pada masa tenang. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 2012 
telah mengatur secara tegas tentang money politic yaitu pada Pasal 84: 
Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu 
dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih 
untuk:  
a. tidak menggunakan hak pilihnya;  
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;  
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau  
d. memilih calon anggota DPD tertentu.  
 
Selanjutnya diatur dalam Pasal 89 yaitu: 
Dalam hal terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 
peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung 
untuk:  
a. tidak menggunakan hak pilihnya;  
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;  
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;  
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD 
kabupaten/kota tertentu; atau  
e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 
                                                             
10
 Ibid., hlm. 12. 
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Praktik money politic pada pemilu legislatif merupakan upaya yang 
dilakukan oleh simpatisan, kader partai atau bahkan dari caleg sendiri 
yang dimaksudkan untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya, 
dikarenakan adanya persaingan antara caleg dari partai politik yang sama 
maupun dari partai politik yang berbeda. 11  Sehingga, money politic 
dikategorikan sebagai masalah serius dalam pemilu legislatif. Hal tersebut 
dikarenakan money politic memiliki dampak buruk bagi pemilu legislatif 
dan penguatan demokrasi. Selain pembodohan terhadap pemilih, 
persaingan antara kandidat atau partai menjadi timpang. Kandidat/partai 
yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan 
pemilu.12  
Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting kiranya untuk 
mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
money politic dan bagaimana upaya penanggulangannya dengan 
menggunakan pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan 
yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang meliputi 
pelaku kejahatan dan reaksi sosial yang timbul terhadap pelaku dan 
kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif” 
 
                                                             
11
 Ronny Bako, 2014, Dugaan Pelanggaran Penylenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Jurnal 
Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April/2014, hlm. 3. 
12
 Nindita Paramastuti, 2013, Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi 
Korupsi dalam Pemilu DPR RI 2009, Jurnal Pemilu dan Demokrasi #5 Februari 2013, hlm. 66. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan  sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) terhadap kejahatan money politic pada 
penyelenggaraan pemilu anggota legislatif? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota 
legislatif. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap 
kejahatan money politic pada penyelenggaraan pemilu anggota 
legislatif. 
Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian adalah: 
1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi refensi acuan 
mengenai kejahatan money politik pada penyelenggaraan pemilu 
anggota legislatif. 
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang 
lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan 
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permasalahan mengenai kejahatan money politik padam 
penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crimen yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Beberapa sarjana 
terkemuka memberikan definsi mengenai kriminologi. Edwin H. 
Sutherland, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Sedangkan W.A. 
Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.13 
Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai asusila manusia. 
Wilhem Sauer, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh 
individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi 
objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan indiividu serta 
                                                             
13
 Dalam A.S.Alam, 2012, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 1. 
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perbuatan/kejahatan. J.M.Van Bemmelen, kriminologi adalah ilmu yang 
mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan asusila.14 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat,termasuk didalamnya 
reaksi masyarakat terhdap perbuatan jahat dan penjahat. Sedangkan 
Wolfgang, Savits dan Johnston dalam The Sociology of Crime and 
Delinquency memberikan definsi kriminologi yaitu:15 
Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-
pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, 
pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
 
2. Objek Studi Kriminologi 
Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi 
kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 16  Dalam khasanah literatur kriminologi 
banyak perbedaan mengenai pengertian dari ketiga objek studi 
kriminologi. Soerjono Soekanto membagi tiga golongan terkait pendapat 
para sarjana mengenai objek studi kriminologi, diantaranya:17 
 
 
                                                             
14
  Dalam Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 9. 
15
 Dalam Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, hlm. 12. 
16
 Ibid., hlm. 13. 
17
 Ibid. 
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a. Aliran hukum atau yuridis 
Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran 
perhatian yang layak bagi kriminologi adalah yang diputuskan oleh 
pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang 
dilakukannya. Sutherland mengemukakan bahwa ciri pokok dari kejahatan 
adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan 
yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi 
dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. 
Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang 
telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan 
dihukum dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para 
pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh 
pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum 
pidana ini merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu 
kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. 
b. Aliran non yuridis atau aliran sosiologis 
Thorsten Sellin menguraikan bahwa pemberian batasan definisi 
kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. 
Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori ilmiah adalah 
dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-
norma kelakuan (conduct norms). Secara sosiologis kejahatan merupakan 
suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Kejahatan pada 
dasarnya terjadi di dalam proses interaksi sosial antara bagian-bagian 
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dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perumusan tentang kejahatan dan pihak-pihak yang melakukan kejahatan. 
c. Kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi 
masyarakat 
Kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan 
bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus 
dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural dalam masyarkat dan 
menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan 
kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-
perubahan ekonomi dan politik dalam masyarkat.  
Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan 
ditentukan oleh nilai-nilai dan norma yang dianggap sah oleh penguasa 
melainkan oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan 
tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan 
kemakmuran dalam masyarakat. Rumusan kejahatan dalam kriminologi 
semakin diperluas saran perhatian diarahkan pada kejahatan-kejahatan 
yang secara politis, ekonomis dan sosial merugikan yang berakibat 
jatuhnya korban bukan hanya individual melainkan golongan dalam 
masyarakat. Pengendailan sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha 
untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial 
sebagai keseluruhan. 
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3. Pembagian Kriminologi 
Boger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. 
Adapun krimonolgi murni diantaranya:18 
a. Antropologi Criminal 
Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu 
pengetahuan ini memberikan jaminan atas pertanyaan tentang orang 
jahat. 
b. Sosiologi Criminal 
Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
c. Psychologi Criminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau 
urat syaraf. 
d. Penologi 
Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum. 
Disamping itu juga terdapat kriminologi terapan, yaitu:19 
a. Hygiene Kriminal 
Sebuah usaha bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. 
b. Criminalistic Politics Scientific 
Ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan kejahatan. 
 
                                                             
18
  Dalam Wahyu Muljono, 2012, Pengertian Teori Kriminologi, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 
31. 
19
 Ibid., hlm. 32. 
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c. Politik Criminal 
Usaha untuk penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu 
sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan 
kejahatan. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan  
Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut. Pendapat dari Basar sesuai dengan 
pendapat Sutherland bahwa:20 
Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum adalah setiap tindakan 
yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam 
perundang-undangan suatu negara. Betapapun tidak bermoralnya 
suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas 
dicantumkan di dalam perundang-undangan pidana hal tersebut 
tetap bukan merupakan kejahatan. 
 
Demikian pula pendapat Hari Saheroji berpendapat bahwa:21 
Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Pengertian 
tentang kejahatan ditemukan di dalam undang-undang, peraturan 
pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada 
waktu dan tempat, walaupun kejahatannya sudah jelas nampak 
yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu 
mana perbuatan jahat dan tidak jahat. 
 
                                                             
20
 Dalam Muhammad Solihin S, 2011, Tinjauan Kriminologis Terhadap Cybercrime, Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.45. 
21
 Hari Saheroji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 12. 
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Terdapat perbedaan pengertian kejahatan dari sudut pandang 
sosiologis dan sudut pandang yuridis. Pengertian kejahatan secara 
sosiologis cakupannya lebih daripada pengertian kejahatan secara yuridis. 
Dari segi yuridis yang termasuk kejahatan terbatas hanya pada 
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, 
merugikan masyarakat (anti-sosial) yang telah dirumuskan dalam 
perundang-undangan pidana saja. Sedangkan dalam pengetian sosiologi 
kejahatan meliputi segala perbuatan atau segala tingkah laku manusia 
yang walaupun belum ditentukan dalam undang-undang sebagai 
perbuatan yang dilarang tetapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat 
dirasakan sebagai perbuatan yang secara psikologis merugikan 
masyarakat melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 
Selanjutnya Arif Gosita mengatakan bahwa:22 
Yang dimaksud kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas. 
Tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja tetap 
juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak 
dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum 
dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi atau kondisi 
tertentu. 
 
Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 
kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang terdapat 
diluar kodifikasi. Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua jenis 
kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP seperti pencurian, 
pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, perkosaan dan lain-lain. 
                                                             
22
 Dalam Muhammad Solihin S, Op.Cit., hlm, 46. 
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Sedangkan kejahatan yang terdapat di luar kodifikasi atau di luar KUHP 
seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, 
tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemuanya itu dari 
sudut pandang yuridis. 
2. Unsur-unsur Kejahatan 
Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu 
kejahatan atau bukan suatu kejahatan, harus memenuhi unsur-unsur 
pembuat atau perbuatan yang masing-masing unsur-unsur tersebut 
memiliki unsur tersendiri. Berdasarkan pendapat Andi Zainal Abidin, maka 
dapat diperinci bahwa unsur-unsur kejahatan adalah: 23 
a. Pembuat 
- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat dilakukan 
karena sengaja dapat juga karena kelalaian atau karena 
kurang hati-hati atau tidak sengaja. 
- Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sekalipun perbuatannya tidak dapat 
dipidana. 
- Tidak ada alasan pemaaf maksudnya tidak ada alasan yang 
dapat membuat si pelaku tidak dinyatakan bersalah. 
b. Perbuatan 
- Mencocoki rumusan delik masudnya seseorang yang 
dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya menurut 
                                                             
23
 Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224. 
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pasal yang dituduhkan kepadanya misalnya si A dituduh 
melakukan pencurian (melakukan pasal 362 KUHP). Semua 
unsur yang ada dalam pasal 362 KUHP tesebut harus 
dibuktikan. 
- Ada sifat melawan hukum termasuk sifat melawan hukum 
materil dan sifat melawan huukm formil. Maksudnya ada 
perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan tidak baik 
yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur 
dalam undang-undang. Dalam hal ini nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 
- Tidak ada alasan pembenar yakni tidak ada alasan yang 
membenarkan perbuatan si pembuat 
 
C. Pemilihan Umum Legislatif 
1. Pengertian Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara 
demokrasi.24 Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting 
untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih 
wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda 
pemerintahan. Hasil pemilu yang diselengarakan dalam suasana 
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat 
                                                             
24
 Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu 
DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315. 
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dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi 
masyarakat.25 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012 yang 
dimaksud pemilu yaitu: 
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
 
Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 
berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 2012 adalah 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu 
untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Selanjutnya Harris G.Warren menyatakan bahwa:26 
 
Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih 
pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka 
inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat 
keputusannya itu para warga negara menentukan apakah 
sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. 
 
 
Paimin Napitupulu mengemukakan bahwa:27 
Pemilu adalah sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur 
dan fungsi elemen atau subsistem electoral laws dan electoral 
process menuju terciptanya suatu representative governmentdan 
democratic government yang melibatkan berbagai organisasi dan 
pranata baik infrastruktur pemerintah suprastruktur pemerintah, 
mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan 
                                                             
25
 Miriam Budirjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 
461. 
26
 Dalam Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT.Grasindo, hlm. 15. 
27
 Dalam Dedi Mulyadi, Op.Cit., hlm. 58. 
20 
 
proses konversi input menjadi output yang mendatangkan outcome 
tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 
 
Sedangkan Jimly Asshidiqie mengartikan pemilu merupakan mekanisme 
menentukan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung.28 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
pemilu legislatif merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil rakyat 
yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu 
harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh 
maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat 
kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula 
penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah 
tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu.29 
Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak 
asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka 
pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi 
pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilu yang sesuai dengan 
jadwal ketetanegaraan yang diperlukan.30 
Pentingnya pemilu diselenggarakan secara berkala dikarenakan 
beberapa hal. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai 
aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan 
berkembang dari masa ke masa. Kedua, disamping pendapat rakyat yang 
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dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam 
masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional 
maupun karena faktor dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan-perubahan 
aspirasi rakyat juga dapat memungkinkan terjadi karena pertambahan 
jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Keempat, pemilu perlu 
diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian 
kepempinan negara baik di legislatif.31 
2. Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 
Pelaksanaan pemilu memiliki tiga tujuan. Pertama, memungkinkan 
terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Kedua, untuk 
melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketiga, dalam rangka melaksanakan 
hak-hak asasi warga negara. Sedangkan Alexander Irawan dan Edriana 
mengatakan pemilu dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 
dan untuk memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat. Dilain 
pihak tujuan pemilu menurut Arbi Sanit adalah pertama, melaksanakan 
kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua golongan. Kedua, 
menentukan wakil rakyat yang sekaigus harus melayani penguasa dan 
rakyat secara seimbang. Ketiga, membentuk pemerintahan perwakilan. 
Keempat, pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi dalam pemilu.32 
Parulian mengklasifikasikan ada 4 manfaat pemilu sekaligus tujuan 
atau sasaran langsung pemilu yang pembentukan atau pemupukan 
kekuasaan yang absah, mecapai tingkat ketakwaan politik, pembudayaan 
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poltik dan pelembagaan politik. Keabsahan kekuasaan dan keterwakilan 
masyarakat terkait dengan tujuan pemilu sedangkan pembudayaan dan 
pelembagaan politik berkaitan dengan cara pemilu berlangsung.33 Tujuan 
penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu:34 
- Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepimpinan 
pemerintahan secara tertib dan damai 
- Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan 
- Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat 
- Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara 
3. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif 
Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima 
persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu 
harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah 
inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk 
mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam 
suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh 
informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak 
dan independen.35 
Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas 
penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga 
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penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu 
sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung 
pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja 
berdasarkan asas ketidakberpihakan/netralitas/independen ataukah 
bekerja secara tidak netral/berpihak pada satu subjek tertentu.36 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011) 
mengatur ketentuan bahwa: 
Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 
pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya KPU) 
dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, 
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat serta untuk 
memilih gubernur,bupati dan walikota secara demokratis. 
 
Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas 
pemilu (Bawaslu) terdapat satu lembaga lain yang diamanatkan oleh UU 
No. 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, 
tugas dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu 
kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dengan lembaga yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri.Salah satu faktor bagi keberhasilan pemilu 
terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu 
sendiri yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggara pemilu. 
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a. Komisi Pemilihan Umum 
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap 
dan mandiri yang melaksanakan pemilu. 37  Wilayah kerja KPU meliputi 
seluruh wilayah NKRI dan dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan 
secara berkesinambungan serta bebas dari pengaruh pihak manapun 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 38  Sebagai 
penyelenggara pemilu, KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik 
Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang.39 
Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam 
penyelenggaraan pemilu anggoota DPR, DPD dan DPRD secara detai 
dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011,40 dalam menjalankan 
tugas, wewenang dan kewajiban dalam enyelnggaraan pemilu, KPU 
dibantu oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pantia Pemilihan 
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau panitia 
Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) dan kelompok penyelenggara Pemungutan 
Suara Luar Negeri (KPPSLN). Terutama KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan tetap dengan masa keanggotaan 
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.41 
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b. Badan Pengawas Pemilu 
Pengawasan penyelenggara pemilu dilakukan oleh Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu 
Kabupaten/Kota), Panita Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas 
Lecamatan), Pengawas pemilu Lapangan (PPL) atau Pengawas Pemilu 
Luar Negeri. 42Terutama Bawaslu dan Bawaslu Provinsi kedudukannya 
bersifat tetap dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung 
sejak pengucapan sumpah/janji.43 Sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota, 
Panwaslu Kecamatan dan PPL/Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad 
hoc yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan 
penyelnggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah seluruh tahapan penyelnggaraan pemilu selesai. 44  Selanjutnya 
baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan  dan PPL/Pengawas Pemilu Luar Negeri disingkat pengawas 
pemilu. 
Tugas dan wewenang pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam 
UU No. 15 Tahun 2011 pada dasarnya mengawasi semua tahapan 
penyelenggaraan pemilu sesuai tingkatannya. Dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya, setiap pengawas pemilu wajib menyampaikan laporan 
hasil pengawasan kepada pengawas pemilu yang tingkatannya berada 
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diatasnya. Khusus Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil 
pengawasan kepada Presiden, DPR dan KPU. 
Selain harus bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya, pengawas pemilu sesuai tingkatannya berwenang 
menerima laporan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilu baik pelanggaran terhadap ketentuan peraturna 
perundang-undangan pemilu maupun berkaitan dengan administrasi 
pemilu. Salah satu perkembangan mengenai kewenangan pengawas 
pemilu yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 adalah Bawaslu 
berwenang menyelesaikan sengketa pemilu dan kewenangan terakhir ini 
tidak terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2007.45 
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
Pengertian DKPP dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 15 
Tahun 2011 yaitu: 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu.  
 
Tugas utama dari lembaga DKPP adalah berwenang menangani 
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP bersifat tetap dengan 
masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun serta berakhir pada saat 
dilantiknya anggota DKPP yang baru dan berkedudukan di Ibukota 
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Negara.46 Keanggotaan DKPP terdiri dari 1 (satu) orang unsure KPU, 1 
(satu) orang unsur Bawaslu, 1 (satu) orang utusan masing-masing partai 
politik yang ada di DPR, 1 (satu) orang utusan pemerintah dan 4 (empat) 
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR 
berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah 
utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap.47 
Kode etik penyelenggara pemilu disusun dan ditetapkan oleh DKPP 
dengan suatu peraturan DKPP untuk menjaga kemandirian , integritas dan 
kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
KPPS, PPLN dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas 
Pemilu Luar Negeri. Peraturan kode etik penyelenggara pemilu bersifat 
mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota penyelenggara pemilu. Kode 
etik penyelenggara pemilu tersebut harus telah ditetapkan dengan suatu 
peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak anggota DKPP 
mengucapkan sumpah/janji.48 
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D. Kejahatan Money Politic 
Menurut M. Abdul Kholiq money politic adalah:49 
Suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik 
milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan 
wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk 
mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi money 
politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan 
menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan 
bernama pemilihan umum. 
 
Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian money politic 
adalah:50 
Suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya 
(seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya 
untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara 
baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih 
maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada 
saat pemilihan umum. 
 
Sedangkan Hamdan Zoelva mengemukakan bahwa:51 
Money politic adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar 
memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). 
Demikian juga mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan 
tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk 
membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, 
money politic berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah 
sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya 
pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum. 
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Lebih lanjut Hamdan Zoelva mengemukakan terdapat tiga bentuk 
money politic yang umum terjadi di Indonesia yaitu:52 
1. Money politic pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit 
ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan 
janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang 
menguntungkan pemilik modal. Inilah money politic yang 
berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal 
dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah 
memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan 
keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka 
sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana 
dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang 
tidak halal. 
2. Money politik lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon 
dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit 
partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau 
antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau 
mengatur pemilih. 
3. Money politic dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau 
calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, 
kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang 
lainnya yang tidak patut.  
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Sedangkan Bumke mengategorikan money politic dalam tiga 
dimensi yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik. Vote buying 
merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam 
pemilu, vote broker adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk 
membeli suara. Korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi 
dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau 
keuntungan lainnya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh 
Edward Aspinall. Menurutnya money politic merupakan istilah orang 
Indonesia berkaitan dengan vote buying dan fenomena yang terkait 
didalamnya. Sama seperti Bumke, selain vote buying, vote broker atau tim 
sukses merupakan bagian penting dari money politic.53 
Menurut Syarif Hidayat praktik money politic dimulai dari proses 
nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan 
ketika suara dihitung. Ada dua jenis money politic yaitu pertama, secara 
langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak 
langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna 
dan nilai tukar yang tinggi. 
Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan money 
politic, yaitu:54 
1. Vote Buying 
Secara harfiah vote buying merupakan pertukaran ekonomi 
sederhana. Kandidat membeli dan warga menjual suara. Pembelian suara 
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dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada 
pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Kategori ini biasanya sulit 
untuk dipantau, karena kedua belah pihak akan menutupi transaksi. Vote 
buying merupakan perilaku yang biasanya berbentuk pemberian atau 
hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga atau janji dengan 
tujuan mempengaruhi perilaku penerima. Vote buying didefinisikan 
sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial yang 
dilakukan oleh satu orang kepada orang lain untuk mempengaruhi pilihan 
orang tersebut. 
Menurut Valeria Busco vote buying adalah: 
Pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh 
kandidat atau partai politik kepada pemilih, sebagai bentuk 
pertukaran dari suara penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban 
untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka 
sesuatu. 
 
2. Vote Brokers 
Proses barter uang atau barang dengan pemilih biasanya tidak 
melibatkan kandidat secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan 
politik, resikonya tinggi seperti dianulir sebagai peserta pemilu. Oleh 
karena itu, kandidat membentuk tim yang berperan dalam menentukan 
strategi pemenangan termasuk didalamnya melakukan money politic 
sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan. 
Perseorangan atau kelompok orang yang berperan untuk mewakili 
kandidat dalam membagikan uang atau barang dalam rangka 
mempengaruhi pemilih disebut sebagai vote broker. Vote broker biasanya 
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merupakan bagian dari tim sukses. Tapi umumnya tidak tercatat sebagai 
tim formal yang dilaporkan kepada KPU. 
Aspinall mengelompokan vote broker dalam tiga kategori. Pertama, 
broker aktivis yang mendukung kandidat politik, etnik, agama, atau 
komitmen lannya. Kedua, broker clientelist, yang berkeinginan untuk 
hubungan jangka panjang dengan kandidat atau senior broker dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan material di masa yang akan datang. 
Ketiga, broker oportunis yang hanya mencari keuntungan jangka pendek 
selama masa kampanye. 
3. Sasaran Money Politic 
Sasaran money politic adalah pemilih. 
4. Money Politic dalam Peraturan Pemilu Legislatif 
UU No. 8 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara tegas tentang 
money politic. Meskipun demikian dalam UU No. 8 Tahun 2012 dengan 
jelas mengatur larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada peserta kampanye. Hal tersebut sesuai dengan substansi 
dan esensi dari money politic. Oleh karena itu, money politic merupakan 
salah satu tindak pidana pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 260 yang mengatur bahwa: 
Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau 
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang ini. 
 
UU No. 8 Tahun 2012 money politic dikategorikan sebagai salah satu 
tindak pidana pemilu kejahatan yang diatur dalam beberapa pasal yaitu: 
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a. Pasal 84 
Selama Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 
ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye 
Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada 
Pemilih untuk:  
a. tidak menggunakan hak pilihnya;  
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;  
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau  
d. memilih calon anggota DPD tertentu.  
 
Yang dimaksud imbalan dapat berupa uang, barang dan/jasa 
serta benda hidup lainnya yang dapat dinilai dengan uang.55 
b. Pasal 89 
Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan 
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 
kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun 
tidak langsung untuk:  
a. tidak menggunakan hak pilihnya;  
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;  
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;  
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD 
kabupaten/kota tertentu; atau  
e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
Yang dimaksud menjanjikan atau memberikan adalah 
inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye pemilu yang 
menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. 
Sedangkan materi lainnya adalah tidak termasuk barang-barang 
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yang merupakan atribut kampanye pemilu antara lain kaos, 
bendera, topi dan atribut lainnya.56 
c. Pasal 297 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, 
dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi 
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota 
DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah). 
 
d. Pasal 301 
(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara 
langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 
(dua puluh empat juta rupiah). 
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye 
Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang 
menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak 
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan 
denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh 
delapan juta rupiah).  
(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan 
suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak 
pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 
rupiah).  
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Kemudian, mengenai pelaksana, peserta, dan/atau petugas 
Kampanye Pemilu sebagai subjek dalam praktik money politic diatur 
dalam Pasal 79 yang berbunyi: 
(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, 
calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru 
Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk 
oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota.  
(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon 
anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh 
Peserta Pemilu anggota DPD.  
(3) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.  
(4) Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang 
memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.  
 
Adapun yang dimaksud dengan organisasi yang ditunjuk oleh 
Peserta Pemilu sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) antara lain 
organisasi sayap partai politik peserta pemilu dan organisasi 
penyelenggara kegiatan (event organizer).57 
Selain ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, money politic juga 
diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2103 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur 
bahwa: 
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Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan 
atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 
kampanye. 
 
 
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
A.S. Alam mengemukakan faktor penyebab terjadinya kejahatan 
dalam beberapa teori yaitu:58 
1. Persfektif Biologis 
a. Teori Born Criminal (Lahir Sebagai Penjahat) 
Teori Born Criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari 
ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini 
Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Ajaran 
inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa 
penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda 
dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili 
suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik 
yang merefleksikan suatu bentuk dari awal dari evolusi. 
b. Tipe Fisik 
1) Ernest Kretchmer 
Hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di 
Jerman, Kretchmer mengidentifikasikan empat tipe fisik, 
yaitu: 
- Astenic : kurus, bertumbuh ramping, berbahu kecil yang 
berhubungan dengan schizophrenia (gila). 
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- Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar. 
- Pyknic : tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, 
wajah luas yang berhubungan dengan depresi. 
- Tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
2) William H. Sheldon 
Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi anatar 
fisik dan tempramen seseorang. 
3) Shelden Glueck dan Eleanor Glueck 
Shelden Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi 
komporatif antara pria delinquent dengan non delinquent. 
Pria delinquent memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang 
lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan 
lengan atas lebih besar dibandingkan non delinquent. 
Penelitian Amerika juga mendapati bahwa 60 % delinquent 
didominasi oleh mosomorphic. 
c. Disfungsi Otak dan Learning Disabilities 
Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada 
manusia yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding 
pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan terlihat memiliki 
cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya self 
control. Delinquency berhubungan dengan learning disabilities, yaitu 
kerusakan pada fungsi sensorik dan motorik yang merupakan hasil dari 
beberapa kondisi fisik abnormal.  
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d. Faktor Genetik 
1) Twin Studies 
Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu 
studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan 
Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. 
Ditemukan bahwa pada identical twins (kembar yang 
dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membela 
menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan 
kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. 
Sedangkan pada fraternal twims (kembar yang dihasilkan 
dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang 
bersamaan) angka tersebut hanya 20%.  
2) Adaption Studies 
Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak 
yang diadopsi di Denmark yang menemukan data bahwa :  
- Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua 
aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti 
melakukan kejahatan. 
- Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat yang 
kriminal, tetapi orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti 
melakukan kejahatan. 
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- Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, 
tetapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% terbukti 
melakukan kejahatan. 
- Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua 
aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan. 
3) The XYY Syndrome  
Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang 
diwariskan. Satu pasang kromosom menentukan gender 
(jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X 
kromosom dari ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapat 
satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya. 
Kadang-kadang kesalahan memproduksi sperma atau sel 
telur menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe 
abnormalitas tersebut adalah the XYY chromosome male 
(laki-laki dengan kromosom XYY). Orang tersebut menerima 
dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Mereka 
yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, 
secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan.  
2. Persfektif Psikologis 
a. Teori Psikoanalisis 
Penemu dari psychoanalysis, Sigmund Freud (1856-1939) 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari an overactive 
conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan 
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untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. 
Begitu dihukum perasaan bersalah akan mereda. 
b. Kekacauan Mental (Mental Disorder) 
Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni 
lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel, seorang dokter Perancis 
sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau oleh dokter 
Inggris bernama James C. Prichard sebagai moral incanity dan oleh Gina 
Lombroso-Ferrero sebagai irresistibel atavistic impluses. Pada dewasa ini 
penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psychopathy 
sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan 
belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah 
merasa bersalah.  
c. Pengembangan Moral (Development Theory)  
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh 
dalam tahap preconventional stage atau tahap pra-konvensional, dimana 
aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas lakukan dan jangan lakukan 
untuk menghindari hukuman. Psikolog John Bowl mempelajari kebutuhan 
akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekunsinya jika 
tidak mendapat hal itu. 
d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 
Teori pembelajaran sosial ini bependirian bahwa perilaku 
delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana 
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semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika diperkuat atau 
diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika ia diperkuat. 
3. Persfektif Sosiologis 
a. Teori-teori Anomie 
1) Ahli sosiologis Perancis, Emile Durkheim (1858-1917), 
menekankan pada normlessness, lessens social control 
yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian 
sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan 
moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri 
dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik 
norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim tren 
sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern 
mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan 
berkurangnya kontrol sosial atas individu. 
2) Robert Merton 
Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur 
penting di setiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau 
culture goals dan institusionalised means atau accepted 
ways. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang 
memberikan tekanan (strain).  
3) Cloward dan Ohlin 
Teori anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya 
differential opportunity dalam kehidupan dan struktur 
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masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam 
karya Delinquency and Opportunity, bahwa para kaum muda 
kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural 
lainnya yang sesuai dengan anomie mereka dan tergantung 
pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam 
lingkungan mereka.  
4) Cohen 
Teori anomie Cohen disebut lower class reaction theory. Inti 
dari teori ini adalah delinquency timbul dari reaksi kelas 
bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan 
oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus 
dilawan.  
b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-
kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 
aktivitas kriminal. Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat 
nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan 
sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah 
kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga 
teori utama dalam cultural deviance theories, yaitu: 
1) Social disorganization, yaitu menfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi 
43 
 
dan berkatan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional 
yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi dan urbanisasi. 
2) Differential association, yaitu sebagai teori penyebab 
kejahatan yang masih relevan dengan situasi dan kondisi 
kehidupan sosial sampai dengan abad ke-20. 
3) Cultural conflict, yaitu menjelaskan keadaan-keadaan 
masyarakat dengan ciri-ciri kurangnya ketetapan dalam 
pergaulan hidup dan sering terjadi penemuan norma-norma 
dari berbagai daerah satu sama lain berbeda bahkan ada 
yang saling bertentangan. 
c. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial yang merujuk pada 
pembahasan delinquency dan kejahatan yang terkait dengan variabel-
variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, 
dan kelompok dominan.  
4. Teori Penyebab Kejahatan dari Persfektif Lain 
a. Teori Labeling 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah: 
1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada 
mata pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-
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kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang 
apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. 
2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan 
dalam dua bagian, yaitu: 
- Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label. 
- Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku 
berikutnya.  
3) Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai 
berikut: 
- Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal. 
- Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang 
memiliki kekuasaan. 
- Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh 
penguasa. 
- Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang 
dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa 
merekadapat dikelompokkan menjadi dua bagian 
kelompok kriminal dan non kriminal. 
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- Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses 
labeling. 
- Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidanaadalah fungsi perilaku sebagai lawan 
dari karakteristik pelanggarannya. 
- Usia, tingkat sosial-ekonomi dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan 
perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana. 
- Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
- Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan 
menghasilkan rejection of the rejector. 
4) Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang 
berbeda dalam menganalis kejahatan sebagaimana tampak 
dalam kenyataan di bawah ini :  
this is large turn away from the older sociology which tended 
to rest heavily upon the idea that deviance leads to social 
control. I have come to believe that the reverse idea. Social 
control tp deviance equally tenable and the potentially richer 
premise for studying deviance in modern society. 
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5) Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label 
tadi kepada si penyimpang sebagai dramatisasi sesuatu 
yang jahat/kejam. Ia memandang proses kriminalisasi ini 
sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, 
mmengecilkan, menguraikan, menekankan, membuat sadar 
atau sadar sendiri. 
b. Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran 
dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa 
berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan 
penegakan hukum. Model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses 
dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di 
masyarakat yang yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan 
menegakkan hukum.  
c. Teori Radikal 
Pada dasarnya persfektif kriminologi yang mengetengahkan teori 
radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas 
yang dapat dikatakan sebagai Neo-Marxis. 
1) Richard Quinney 
Richard Quinney beranggapan bahwa kejahatan adalah 
akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis. 
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2) William Chamblis 
Menurut William Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme 
dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir 
dibawah ini: 
- Dengan diindustrilisasikannya masyarakat kapitalis dan 
celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, 
hukum pidana akan berkembang dengan usaha 
memaksa golongan proletariat untuk tunduk. 
- Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari 
eksploitasi yang mereka alami. 
- Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang 
lebih rendah karenda dengan berkurangnya kekuatan 
perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan 
yang menjurus kepada fungsi kejahatan. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga 
bagian pokok, yaitu:59 
1. Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
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nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternilasis dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bone dengan pertimbangan 
bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Kabupaten Bone. 
Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu) dan Kepolisian Resor Kabupaten Bone. Pemilihan 
tempat penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung 
dengan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian dibagi dua yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian 
lapangan melalui metode wawancara pada pihak-pihak yang terkait 
dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal 
ilmiah, laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
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Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dibagi dua 
yaitu: 
1. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-
hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Penelitian pustaka (library research) dengan melakukan telaah 
mendalam atas buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan 
situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 
penelitian adalah: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah 
dan situs internet yang relevan dengan permasalan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur data dan 
mengorganisasikannya ke dalam kategori dan kesatuan urutan dasar. 
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Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
fakktor penyebab dan upaya penanggulangannya kejahatan money politic 
dan pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Money 
Politic Pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif 
 
Money politic merupakan salah satu tindak pidana pemilu yang 
massif terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014. Berdasarkan data yang 
ditemukan penulis bahwa jumlah kasus terbanyak tindak pidana pemilu 
adalah money politic. 60  Dalam tiga kali pemilu era reformasi, ICW 
menemukan terjadi peningkatan temuan money politic. Pada pemilu 1999 
terdapat 62 kasus, pemilu 2009 ditemukan 113 kasus sedangkan pada 
pemilu tahun 2014 ditemukan 150 kasus. 61  Sehingga, money politic 
dikategorikan sebagai masalah serius dalam pemilu legislatif. 
Money politic tentu berdampak buruk bagi pemilu legislatif dan 
penguatan demokrasi. Persaingan antara kandidat atau partai menjadi 
timpang. Kandidat/partai yang memiliki banyak uang berpotensi lebih 
besar memenangkan pemilu.62 Bahkan dalam cakupan yang lebih luas 
money politic memicu korupsi pemilihan (untuk mengumpulkan modal 
politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir 
para penyumbang). Selain itu, bukan tidak mungkin money politic akan 
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 Ade Irawan, Op.Cit., hlm. 42 
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 Ibid 
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 Nindita Paramastuti, Op.Cit. 
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menjadi suatu culture value yang merusak peradaban sosial berbasis nilai 
kejujuran, hakekat demokrasi dan pendidikan politic. 
Money politic merupakan upaya memengaruhi pemilih agar memilih 
caleg tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Praktik money 
politic terjadi bukan hanya ketika pelaksanaan, tetapi telah massif terjadi 
pada fase permulaan dilaksanakannya pemilu legislatif hingga akhir 
pemilu legislatif.63 Pada pemilu legislatif di Kabupaten Bone Tahun 2014, 
money politic telah menjadi praktik illegal yang terstruktur, sistematis dan 
massif yang bertujuan untuk memperoleh suara. Hal tersebut didasarkan 
karena pada pemilu legislatif tahun 2014, praktik money politic merupakan 
tindak pidana pemilu yang paling banyak terjadi, terorganisir dan dianggap 
telah menjadi perbuatan yang lumrah dan benar.64  
Money politic merupakan salah satu strategi pemenangan efektif 
dan umum dilakukan oleh sebagian besar caleg maupun tim sukses atau 
simpatisan, bahkan money politic telah menjadi kebiasaan pada tiap 
penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kepedulian masyarakat dalam 
mengatasi money politic di Kabupaten Bone masih sangat minim. Hal ini 
terukur pada banyaknya kegiatan money politic yang tidak terjangkau oleh 
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 Muhammad, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. Disampaikan pada 
Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 
2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014 Diakses dari 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEG
AHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires= 
1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D [13 Oktober 2014] 
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 Hasil wawancara dengan Asriati,SH Ketua Panwaslu Kabupaten Bone Tanggal 24 
Desember 2014 
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pengawas pemilu.65 Berdasarkan data dari Panwaslu Kabupaten Bone, 
hanya ada dua kasus money politic yang sampai ke Panwaslu Kabupaten 
Bone yang terdiri dari temuan dan laporan.  
Tabel 4.1. Temuan/Laporan Money Politic pada Penyelenggaraan Pemilu 
 Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bone 
 
Nomor Pembahasan/Kajian Keterangan 
09/TM/
PILEG/ 
IV/2014 
- Pada  masa tenang tepatnya hari 
Selasa, 08 April 2014 Jam 20.00 
WITA diduga terjadi pembagian 
bensin secara gratis kepada warga di 
SPBU Jalan Ahmad Yani, Kabupaten 
Bone yang diduga dilakukan oleh 
Ahmad Alias Amu yang merupakan 
salah satu Tim A. Taufan Tiro caleg 
DPR RI Partai Amanat Nasional 
nomor urut 2. 
- Atas peristiwa pembagian bensin 
secara gratis kepada warga yang 
dilakukan pada masa tenang adalah 
merupakan adanya perbuatan yang 
diduga melanggar ketentuan UU No. 
8 Tahun 2012 dala Pasal 84. 
- Atas perbuatan tersebut berdasarkan 
fakta dilapangan diduga telah 
melakukan tindak pidana pemilu 
yang melanggar ketentuan pidana 
UU No.8 Tahun 2012 dalam Pasal 
301 ayat (2) yaitu kejahatan money 
politic. 
 
Ditindaklanjuti/ 
diteruskan ke 
Kepolisian Resor 
Bone karena telah 
memenuhi syarat, 
baik syarat materil 
maupun formil. 
Kasus ini telah 
memperoleh 
kekuatan hukum 
tetap dengan Nomor 
putusan: Nomor 
131/Pid.B/2014/PN 
Wtp. 
12/LP/ 
PILEG/ 
IV/2014 
- Berdasarkan laporan oleh 
Armansyah, SE. bahwa pada masa 
tenang, hari Selasa, tanggal 08 April 
2014 terjadi pembagian kerudung 
dan uang sebesar Rp. 700.000,- 
(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di Dusun 
Cinnong, Desa Ujung Lamuru dan 
Dusun Mabbatue, Desa Tenripakkua 
Kecamatan Lappariaja Kabupaten 
Tidak diteruskan/ 
Ditindaklanjuti ke 
Kepolisian Resor 
Bone karena laporan 
tidak memenuhi 
syarat materil dan 
syarat formil. 
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 Hasil wawancara dengan M. Ridwan Huzaifah, SH. Koordinator Divisi Hukum Penanganan 
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Bone yang diduga dilakukan oleh 
Suharni (caleg DPRD Kabupaten 
Bone Partai Nasdem nomor urut 1 
Daerah pemilihan IV) yang diberikan 
kepada warga atas nama Paenre 
dan Abustan dari Dusun Mabbatue 
dan Agus dari Dusun Cinnong. 
- Berdasarkan klarifikasi saksi dan 
fakta yang ditemukan Panwaslu 
terhadap laporan saaudara 
Armansyah, SE. bahwa syarat formil 
maupun syarat materil laporan tidak 
terpenuhi yaitu tentang kejadian atau 
peristiwa dugaan pembagian 
kerudung yang terjadi pada masa 
tenang.  
Sumber: Data dari Panwaslu Kabupaten Bone 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak 66 penulis 
menemukan terdapat beberapa hal yang berkaitan erat dengan praktik 
money politic di Kabupaten Bone pada pemilu legislatif Tahun 2014, yaitu: 
1. Pelaku money politic 
Proses pemberian atau pembagian barang atau uang kepada 
pemilih pada umumnya tidak melibatkan caleg secara langsung. 
Selain mudah diketahui oleh lawan politiknya, resiko terlalu tinggi 
yaitu pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap atau 
pembatalan penetapan caleg dari calon terpilih. Oleh karena itu, 
caleg kemudian membentuk tim sukses yang berperan 
melaksanakan strategi pemenangan termasuk didalamnya 
melakukan money politic sebagai bagian dari strategi efektif untuk 
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 Pihak-pihak yang penulis maksud adalah calon legislatif, tim sukses, simpatisan, tokoh 
masyarakat dan orang yang berpengaruh baik dalam satu desa atau Tempat Pemungutan Suara 
(TPS). 
56 
 
memenangkan pemilu. Perseorangan atau kelompok orang yang 
berperan untuk mewakili caleg dalam membagikan uang atau 
barang dalam rangka mempengaruhi pemilih disebut sebagai vote 
broker (pelaku money politic) yang terdiri dari tim sukses maupun 
simpatisan. 67  Vote broker inilah yang melakukan strategi 
pemenangan di lapangan. Pada pemberian barang atau uang, 
caleg juga terkadang melakukan money politic secara langsung 
namun kepada sasaran tertentu yaitu tokoh masyarakat atau 
perangkat desa yang notabene memiliki pengaruh terhadap daerah 
pemilihan tersebut. 
Terkait strategi pemenangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan 
money politic bisa merupakan inisiatif atau perintah dari caleg 
kepada tim sukses, inisatif dari tim sukses/simpatisan maupun 
inistiatif dari keduanya. Namun, pada umumnya merupakan inisiatif 
dari tim sukses. Hal ini didasarkan karena pada umumnya yang 
mengetahui kondisi lapangan adalah tim sukses yang pada 
umumnya telah disebar di beberapa kecamatan sesuai dengan 
daerah pemilihan (dapil) caleg yang bersangkutan. Kondisi 
lapangan yang dimaksud disini adalah kebutuhan pemilih baik 
perorangan secara khusus maupun masyarakat pada umumnya. 
Selain itu, tim sukses inilah yang melakukan observasi atau 
pengamatan langsung pada suatu desa atau TPS untuk 
                                                             
67
 Dalam Ade Irawan, Op.Cit., hlm. 43. 
57 
 
mengetahui apakah desa atau TPS tersebut telah memiliki basis 
caleg tertentu atau belum. Sehingga, apabila belum ada basis 
caleg tertentu maka akan relatif mudah untuk mendapatkan suara 
melalui praktik money politic yang dirangkai semakin variatif baik 
secara langsung maupun menggunakan bantuan orang yang 
berpengaruh di desa atau TPS tersebut. 
2. Bentuk Pemberian 
Bentuk pemberian money politic kepada pemilih terbagi atas dua 
yaitu uang dan barang. Adapun jumlah uang yaitu mulai Rp. 
50.000,- sampai Rp. 7.000.000,- sedangkan jenis barang yaitu 
rokok, baju, jilbab/kerudung, sarung, kalender, kipas, tas, Bahan 
Bakar Minyak (BBM), sembako, sejadah, peci, karung, pompa air, 
korek api, kaca mata, bola kaki dan bola volley, kitab suci/buku, 
obat-obatan, lampu jalan (penerangan) dan bahan bangunan 
seperti pasir, semen dan batu (untuk perbaikan jalan dan 
pembangunan masjid). Pemberian uang dengan jumlah yang 
rendah pada umumnya diberikan langsung kepada pemilih dalam 
hal ini perorangan atau perkepala keluarga. Sedangkan, jumlah 
yang besar pada umumnya diberikan kepada tokoh masyarakat, 
perangkat desa atau orang berpengaruh yang notabene mampu 
mendapatkan suara untuk caleg tertentu atau orang yang 
berpengaruh dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) atau 
desa.  
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Pemberian barang yang diberikan kepada pemilih pun semakin 
variatif. Pemberian yang dinilai efektif oleh beberapa tim sukses 
adalah pemberian bahan bangunan seperti pasir, batu atau semen 
baik untuk perbaikan jalan maupun pembangunan masjid. 
Pemberian lampu jalan sebagai penerangan atau pemberian yang 
peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat banyak di daerah 
tersebut. Namun, selain itu biasanya juga didukung dengan 
pemberian barang atau uang baik untuk perorangan maupun 
perkepala keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk mengikat pemilih 
pada daerah tersebut. Sehinga, pemilih memberikan suaranya 
kepada caleg tersebut sebagai balas budi. 
3. Waktu Pemberian 
UU No. 8 Tahun 2012 telah mengatur tentang waktu pemberian 
money politic yang terdiri dari pada masa kampanye, masa tenang 
dan hari pemungutan suara. Masa kampanye yaitu dimulai sejak 3 
(tiga) hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta 
pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. 68  Masa tenang 
yaitu berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan 
suara.69  
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 Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan 
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
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 Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan 
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
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Tabel 4.2. Waktu Pemberian Money Politic 
No. Waktu Pemberian Bentuk Pemberian 
1. Masa Kampanye 
Didominasi oleh barang yang 
dilengkapi seperti stiker, poster 
atau kalender (atribut 
kampanye) 
2. Masa Tenang Didominasi oleh uang 
3. Hari Pemungutan suara Didominasi oleh uang 
Sumber: Data Primer 
Pada penyelengaraan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten 
Bone, waktu pemberian money politic paling rawan terjadi atau 
didominasi di Kabupaten Bone yaitu pada masa tenang atau 
menjelang hari pemungutan suara atau serangan fajar. 
4. Sasaran money politic 
Sasaran money politic pada pemilu legislatif tahun 2014 di 
Kabupaten Bone terdiri dari pemilih, tokoh masyarakat dan 
perangkat desa (Kepala desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, 
Kaur dan RW/RT) yang notabene memiliki pengaruh pada suatu 
dapil. Selain itu, sasaran lain yang efektif adalah orang 
berpengaruh dalam satu desa atau TPS. Orang berpengaruh 
tersebut dilihat baik karena tingkat kepercayaan masyarakat 
setempat atau karena faktor keluarga besar. 
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5. Sumber dana money politic 
Terkait money politic, sumber dananya berasal dari caleg dan tim 
sukses atau simpatisan. 
6. Strategi Pemberian Money Politic 
Secara umum, strategi utama pemberian money politic adalah 
pemberian langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan 
barang atau uang kepada pemilih baik pada masa kampanye, 
masa tenang, serangan fajar atau hari pemungutan suara. Selain 
itu, modus kedua adalah pemberian uang secara tidak langsung 
terutama melalui perangkat desa, tokoh masyarakat atau orang 
yang berpengaruh pada suatu TPS atau satu desa dengan strategi 
setiap tim sukses berupaya memiliki satu orang atau lebih yang 
dipercaya dalam hal ini yang berpengaruh di setiap TPS atau desa. 
Modus kedua inilah yang dinilai efektif oleh beberapa caleg atau tim 
sukses. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
money politic pada pemilu legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bone 
berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pihak70 yaitu: 
1. Memenangkan pemilu legislatif  
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa suara 
terbanyak berbasis individu adalah sebagai pemenang bagi celeg 
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 Pihak-pihak yang penulis maksud adalah calon legislatif, tim sukses, simpatisan, tokoh 
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yang akan terpilih, dinilai telah berperan mendorong dan 
melanggengkan praktik money politic oleh pelaksana atau peserta 
kampanye.71 Sehingga atas dasar tersebut, untuk memenangkan 
pemilu caleg maupun tim sukses atau simpatisan kemudian 
menjadikan money politic sebagai bagian dari strategi 
pemenangan. Artinya, money politic menjadi salah satu dari banyak 
aktivitas pemenangan oleh masing-masing tim. Namun, money 
politic ini merupakan bagian dari strategi pemenangan yang efektif. 
Pemberian barang dan/atau uang kepada pemilih sebagai bentuk 
money politic baik secara langsung maupun tidak langsung 
memberikan dampak yaitu tingginya tingkat balas budi oleh pemilih 
kepada caleg yang bersangkutan. 
2. Persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg 
Jumlah kursi yang tidak sebanding dengan jumlah caleg 
menunjukkan persaingan atau kompetisi yang ketat bahkan 
cenderung keras antara para caleg. Persaingan tersebut terlihat 
dari jumlah kursi yang tersedia yaitu 45 kursi sedangkan jumlah 
caleg yaitu 514 orang untuk pemilu legislatif tingkat DPRD 
Kabupaten Bone pada pemilu legisatif tahun 214. Oleh karena itu, 
money politic hadir sebagai solusi efektif dan praktis untuk 
mendapat suara terbanyak. Money politic dalam praktiknya 
dilakukan dengan berbagai bentuk yang variatif untuk mendapatkan 
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suara dari pemilih. Misalnya dengan memberikan pemberian 
berupa bahan bangunan (pasir atau batu) untuk perbaikan jalan 
suatu TPS atau pembangunan mesjid. 
Persaingan atau kompetisi yang ketat ini juga menimbulkan 
munculnya rasa tidak percaya diri caleg. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Pahrun, Kanit 
Tipikor Kapolres Bone dan salah satu anggota sentra Penegakan 
Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada pemilu legislatif tahun 2014 
menyatakan bahwa persaingan yang ketat antara caleg baik dari 
partai yang sama maupun partai berbeda menimbulkan 
ketidakyakinan caleg untuk memenangkan pemilu. Sehingga, 
money politic hadir sebagai solusi untuk memenangkan pemilu. 
3. Rasa tidak percaya pemilih terhadap caleg 
Adanya rasa tidak percaya pemilih terhadap caleg juga merupakan 
salah satu penyebab money politic. Hal ini dikarenakan terdapat 
beberapa caleg yang telah terpilih sebelumnya cenderung lebih 
mementingkan dirinya sendiri maupun tim suksesnya atau 
kelompok-kelompok tertentu dan melupakan program-program 
yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Hal 
tersebut menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat, sehingga 
praktik money politic kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat 
(pemilih) untuk mendapatkan keuntungan materi. Hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Bapak M. Pahrun, Kanit Tipikor 
63 
 
Kapolres Bone dan salah satu anggota sentra Gakkumdu pada 
pemilu legislatif tahun 2014 menyatakan bahwa masyarakat di 
Kabupaten Bone pada umumnya memilih seorang caleg tidak lagi 
berdasarkan figure atau background dari caleg tersebut. Hal ini 
dikarenakan akumulasi kepercayaan masyarakat terhadap 
beberapa caleg sebelumnya yang terpilih pada umumnya banyak 
yang ingkar janji dan melupakan program-progam yang telah 
dijanjikan. Sehingga, money politic kemudian dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan 
pribadi maupun keuntungan masyarakat banyak. 
4. Tidak terbangun hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih 
Tidak terbangunnya hubungan yang baik dan intens antara caleg 
dengan masyarakat (pemilih) menyebabkan tidak ada suatu ikatan 
emosional antara caleg dengan pemilih. Hal tersebut menjadikan 
para caleg khawatir tidak dipilh oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
praktik money politic dianggap sebagai solusi efektif dan praktis, 
karena dengan sosialisasi baik melalui media massa, spanduk 
maupun baliho ataupun alat peraga kampanye lainnya hasilnya 
belum terlalu menjanjikan dan belum menyentuh seluruh 
masyarakat di daerah pemilihan caleg yang bersangkutan. 
5. Kebiasaan politik 
Money politic telah menjadi kebiasaan politik dalam setiap pemilu 
yang dilakukan oleh pelaksana kampanye. Bahkan bukan hanya 
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dilakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif 
dan pemilu kepala daerah tetapi juga pada pemilihan desa. Namun, 
money politic paling rawan terjadi pada saat pemilu legislatif. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu 
Asriaty, Ketua Panwaslu Kabupaten Bone menyatakan bahwa 
money politic merupakan kebiasaan politik, di Kabupaten Bone 
caleg yang terpilih rata-rata bukan caleg murni yang tidak 
mengeluarkan uang kampanye. Uang tersebut dimanfaatkan salah 
satunya melalui money politic yang diberikan baik kepada 
lingkungan kecil yakni keluarga maupun lingkungan masyarakat 
untuk mendapatkan suara. Sehingga, hal tersebut sulit untuk 
dihilangkan karena telah menjadi kebiasaan politik. Money politic ini 
terjadi  karena jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah caleg 
tidak sebanding, sehingga baik caleg maupun tim sukses kemudian 
melakukan segala cara termasuk tindakan atau perbuatan curang 
untuk merebut simpati dan mendapatkan suara dari pemilih. 
Perbuatan curang atau dalam hukum pidana digolongkan sebagai 
tindak pidana atau perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan bisa 
berdasarkan inisiatif dari caleg atau tim sukses/ simpatisan suatu 
caleg maupun keduanya sesuai strategi kemenangan masing-
masing tim.  
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6. Kondisi ekonomi masyarakat 
Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih jauh di bawah standar 
kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada 
pemilih menjadi semacam oase kekurangan ekonomi.72 Selain itu 
kebutuhan manusia lebih terfokus pada materi kebendaan, 
diantaranya materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai 
tertinggi adalah uang. Oleh karena itu, pada saat pemilu dijadikan 
ajang menambah pendapatan.73 Selanjutnya, money politic muncul 
karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) 
antara caleg maupun tim sukses dengan pemilih. Kedua pihak 
saling mendapatkan keuntungan. Bagi caleg atau tim sukses, 
money politic merupakan media instan (praktis) untuk mendapatkan 
suara, sebaliknya bagi pemilih money politic merupakan 
keuntungan dan penambah pendapatan yang lebih riil 
dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. 
7. Pendidikan politik yang rendah 
Praktik money politic pada pemilu legislatif salah satunya 
disebabkan karena masyarakat memiliki pendidikan politik yang 
sangat minim. Padahal pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan 
dipilih, Namun merupakan salah satu wahana atau sarana 
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pendidikan politik untuk masyarakat. Pendidikan politik merupakan 
proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan 
tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 74  Pihak yang berperan memberikan pendidikan 
politik kepada masyarakat yaitu partai politik sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu: 
(1) Partai politik wajib melakukan pendidikan politik bagi 
masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya 
dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan jender dengan 
tujuan antara lain:  
a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
dan  
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun 
karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa. 
 
Masa kampanye pemilu merupakan masa yang istimewa, tepat dan 
lebih baik dari waktu lain untuk memberikan pendidikan politik 
kepada masyarakat. Hal tersebut didasarkan karena kampanye 
pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan 
dilaksanakan secara bertanggung jawab.75 Namun, pada faktanya 
pada masa kampanye pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Bone 
partai politik dan caleg tidak memiliki keseriusan untuk memberikan 
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pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, bahkan 
cenderung lebih memilih cara praktis untuk memenangkan pemilu 
seperti money politic ini tanpa mempertimbangkan dampak dari apa 
yang telah dilakukan. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah tidak 
memberikan pendidikan politik yang benar dan baik kepada 
masyarakat (pemilih). 
8. Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu 
Minimnya pemahaman pemilih tentang ketentuan pidana pemilu, 
sehingga ketika terjadi praktik money politic, pemilih tidak memiliki 
inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu 
Panwaslu. 
9. Belum memahami hakekat/tujuan pemilu legislatif 
Masyarakat (pemilih) belum memahami hakekat pemilu legislatif 
dengan benar. Hal ini dapat diukur dengan tingginya praktik money 
politic di masyarakat (pemilih) pada pemilu legislatif merupakan 
bukti bahwa belum memahami dan menghargai arti penting pemilu 
legislatif. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang 
sedang dibangun oleh pemerintah. Adapun hakekat/tujuan pemilu 
legislatif yaitu pemilu yang terlaksana secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk 
mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan 
dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. 
Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan 
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meningkatkan kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan 
yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.76  
Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak 
untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan 
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat 
umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku 
menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi 
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara 
berhak memilih bebas siapapun. Dalam memberikan suaranya 
pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak 
manapun. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, 
pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus 
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan setiap pemilih mendapatkan perlakuan 
yang sama.77 
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B. Upaya Penanggulangan oleh Panwaslu Terhadap Kejahatan 
Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif 
 
Money politic sebagai salah satu tindak pidana pemilu memiliki 
perbedaan khas dari tindak pidana pada umumnya. Modus operandi dan 
tempus delictinya memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. 
Money politic berkaitan erat dengan masalah politik dan demokrasi, 
sedangkan tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana umum dapat 
terjadi sewaktu-waktu, maka tempus delicti atau waktu terjadinya money 
politic hanya pada waktu pemilu yakni sekali dalam lima tahun. Oleh 
karena itu, upaya penanggulangan terhadap money politic juga harus 
bersifat khas. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus 
diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan money 
politic, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran.  
Upaya penanggulangan money politic di Kabupaten Bone dilakukan 
oleh Panwaslu Kabupaten Bone sebagai bentuk pengawasan pemilu.  
Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, 
memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 78  Panwaslu dalam melakukan 
pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi 
pencegahan dan penindakan.79 Pencegahan dilakukan dengan tindakan 
langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap 
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potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. 80  Sedangkan 
penindakan dilakukan sesuai dengan tata cara pelaporan dan 
penanganan pelanggaran. 81  Adapun upaya penanggulangan kejahatan 
money politic pada pemilu legislatif tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten 
Bone yaitu: 
1. Upaya Pencegahan 
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten 
Bone terdiri dari upaya pre-emtif dan preventif. Upaya pre-emtif yang 
dilakukan oleh Panwaslu untuk mencegah terjadinya money politic yaitu 
dengan menanamkan nilai/norma yang baik kepada pihak-pihak yang 
terkait money politic. Sedangkan upaya preventif merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang ditekankan dengan menghilangkan kesempatan 
seseorang untuk melakukan praktik money politic. Adapun upaya 
pencegahan tersebut antara lain:82 
a. Menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu lainnya yaitu 
KPU dan Kepolisian Resor Kabupaten Bone dan pihak 
pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan 
pemilu yang bersih dan bermartabat di seluruh Kabupaten 
Bone, termasuk memberikan himbauan-himbauan terkait 
ketentuan pidana kepada pemilih. Sosialisasi ini ditujukan 
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khususnya kepada perangkat Desa, mengingat perangkat desa 
merupakan sasaran money politic. Adapun sosialisasi ini 
dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Bone. 
b. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan 
kelompok-kelompok tertentu untuk tidak melakukan pembiaraan 
terjadinya praktik money politic oleh oknum-oknum tertentu 
dengan cara memberikan informasi kepada pengawas pemilu. 
c. Menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi kepada 
seluruh peserta pemilu dan instansi-instansi dan semua pihak-
pihak terkait larangan praktik money politic.  
d. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu baik 
ditingkat Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan untuk 
senantiasa melakukan pengawasan aktif. 
e. Memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik 
money politic sekaligus melakukan posko malam terutama pada 
tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering 
digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan 
tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar. 
2. Upaya Represif 
Penanganan dan penyelesaian money politic secara formil 
dilakukan melalui peradilan umum berdasarkan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh UU No. 8 Tahun 2012 
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sesuai asasnya yaitu lex specialis derogate lex generalis, maka dalam hal 
ini UU No. 8 Tahun 2012 harus didahulukan daripada ketentuan yang 
diatur dalam KUHAP. Penanganan money politic yang telah terjadi dapat 
diketahui karena dua hal yaitu temuan atau laporan. Temuan money 
politic pada dasarnya yang ditemukan sendiri oleh pengawas pemilu pada 
waktu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan 
laporan kejahatan money politic disampaikan atau dilaporkan oleh WNI 
yang mempunyai hak pilih, peserta pemilih maupun pemantau pemilih 
kepada pengawas pemilu. 83  Namun, sebelum menindaklanjuti untuk 
diteruskan ke Penyidik, pengawas pemilu memiliki wewenang untuk 
melakukan kajian dan mencari bukti-bukti dalam menentukan kebenaran 
materil laporan/temuan tersebut. Adapun tenggang waktu penyelesaian 
money politic secara formil lebih singkat dibanding penyelesaian tindak 
pidana umum menurut KUHAP yaitu tenggang waktu 51 (lima puluh satu) 
hari untuk menangani dan menyelesaikannya sampai putusan di tingkat 
banding di Pengadilan Tinggi.84  
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Skema 4.1. Alur Penanganan dan Penyelesaian Money Politic 
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Pada penanganan dan penyelesaian kejahatan money politic 
dibentuk sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga unsur yaitu 
Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia. Adapun struktur keanggotaan sentra gakkumdu 
Kabupaten dengan Ketua terdiri dari Koordinator Divisi Hukum dan 
Penindakan Pelanggaran, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal 
Polres/ta/tabes/tro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum 85  dengan 
anggota terdiri dari pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di 
bidang hukum dan penindakan pelanggaran, penyidik pada Satuan 
Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabes/tro dan Jaksa pada Seksi Tindak 
Pidana Umum.86 
Pasal 7 Nota Kesepekatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Kepolisian Negara Repulik Indonesia 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013 Nomor 
B/021/I/2013 Nomor KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan 
Hukum Terpadu mengatur bahwa sentra Gakkumdu berfungsi: 
a. Sebagai forum koordinasi antara pengawas pemilu, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. 
b. Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu 
c. Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu. 
d. Pertukaran data dan/atau informasi 
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e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak 
pidana pemilu 
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan 
dugaan tindak pidana pemilu 
 
 
Adapun arti penting dari pembentukan sentra Gakkumdu yaitu:87 
a. Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak  pidana 
pemilu secara terpadu dan terkoordinasi 
b. Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam sentra gakkumdu 
c. Tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara 
cepat dan sederhana serta tidak memihak 
d. Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu 
e. Kuatnya integritas dan legitimasi pemilu. 
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Skema 4.2. Tahap Penanganan Money Politic Sesuai Standar  
Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu 
 
 
 
 
 
 
 
  
Adapun sanksi pidana terhadap pelaku money politic, apabila yang 
melakukan praktik money politic adalah tim sukses, simpatisan atau 
masyarakat (pemilih) adalah pidana penjara dan denda. Sedangkan, 
apabila yang melakukan money politic adalah caleg maka sanksi 
pidananya selain pidana penjara dan denda juga dianulir/didiskualifiikasi 
sebagai peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 
2012 bahwa: 
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Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 88 
yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus 
sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: 
a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap. 
b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari calon terpilih. 
 
 
Berdasarkan hal tersebut, penanganan dan penyelesaian kejahatan 
money politic oleh Panwaslu Kabupaten Bone harus sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana yang telah di paparkan di atas. Hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Ibu Asriaty bahwa dalam penanganan 
dan penyelesaian kejahatan money politic harus sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku yaitu sesuai dengan tata cara laporan dan penanganan 
pelanggaran yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 dan ketentuan 
tentang sentra gakkumdu sebagai prosedur dalam penanganan kejahatan 
money politic yang penyelesaiannya melalui peradilan umum. Meskipun 
demikian dalam penanganan dan penyelesaian kejahatan money politic, 
terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan oleh 
Panwaslu Kabupaten Bone, yaitu:88 
a. Penanganan dan penyelesaian money politic sedikit 
menguras energi Panwaslu dengan rentan waktu yang relatif 
singkat sejak diterimanya laporan tentunya menyulitkan 
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panwaslu dalam mengumpulkan alat buki dan saksi sebagai 
pemenuhan syarat formil dan materil. 
b. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian money politic 
sebagian besar menolak atau tidak bersedia untuk 
memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan, sehingga hal 
ini menjadi salah satu hal yang menyulitkan panwaslu dalam 
menuntaskan kasus money politic yang terjadi di Kabupaten 
Bone. 
c. Hambatan lain dalam penyelesaian kasus money politic yaitu 
adanya celah dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang 
dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga 
panwaslu tidak berdaya disertai pula panwaslu tidak memiliki 
kewenangan melakukan upaya paksa dalam pemanggilan 
pihak-pihak terlapor dan pihak yang terkait untuk dimintai 
keterangan atau untuk kebutuhan klarifikasi. 
d. Pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menyita 
barang bukti yang ada di tangan pelapor, terlapor ataupun 
saksi dan tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah 
tempat dan/atau badan. 
e. Kendala lain yaitu dari penerapan hukum, ketentuan dalam 
UU No. 8 Tahun 2012 masih terdapat hal-hal yang bersifat 
multi interpretatif sehingga pihak yang melakukan 
pelanggaran pidana khususnya money politic dapat 
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mengelak dari jeratan hukum dengan interpretasi aturan 
yang menguntungkan dirinya bahkan sering terjadi 
kesingpang siuran dalam melaksanakan uu tersebut. Selain 
itu, adanya pembatasan-pembatasan dalam UU No. 8 Tahun 
2012 terhadap pelaku antara lain sebagai contoh setiap 
pelaksana dan petugas kampanye yang dimaksud dalam uu 
tersebut haruslah orang-orang yang telah di daftarkan 
secara resmi oleh peserta pemilu di KPU setempat. 
Sementara untuk setiap orang dalam uu tersebut praktik 
money politic hanya dapat dijerat apabila dilakukan pada hari 
pemungutan suara saja. Sehingga penegakan unsur formil 
dalam praktik money politic sedikit menuai hambatan atau 
kendala untuk menjerat simpatisan atau seseorang yang 
tidak terdaftar dala KPU. Kemudian dalam uu tersebut tidak 
secara tegas memberikan kewenangan khusus dalam 
beracara kepada institusi penegak hukum dalam menangani 
kasus-kasus pidana pemilu, sehingga hukum acara yang 
digunakan adalah hukum acara pidana umum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan money politic 
pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu 
memenangkan pemilu legslatif, persaingan atau kompetisi yang 
ketat anntara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak 
terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, 
kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik 
yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana 
pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif. 
2. Upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan Money 
Politic pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif terdiri dari 
dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai 
bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. Upaya pencegahan 
yaitu menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi, 
menginstuksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu 
melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasi 
kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan penyelenggara 
pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi 
81 
 
terjadinya money politic. Sedangkan upaya represif kejahatan 
money politic yaitu secara formil dilakukan melalui peradilan umum. 
 
B. Saran 
1. Melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan ketentuan 
pidana dan penegakan money politic dalam UU No.8 Tahun 2012 
sebagai dasar hukum pemilu legislatif yaitu terkait pelaku money 
politic. Perbaikan tersebut sebaiknya tidak lagi melakukan 
pembatasan-pembatasan terhadap pelaku money politic pelaksana 
kampanye haruslah orang-orang yang telah didaftarkan secara 
resmi kepada KPU. 
2. Mengefektifkan upaya pencegahan money politic dengan 
menerapkan strategi pencegahan seperti: 
a. Melakukan pendidikan politik seluas-luasnya yang menyentuh 
seluruh masyarakat baik di pedesaan untuk meningkatkan 
kesadaran tentang pentingnya berdemokrasi yang benar dan 
berdasarkan nilai-nilai kejujuran.  
b. Penyelenggaran pemilu melakukan sosialisasi secara rutin 
kepada caleg. 
c. Pengawas pemilu memetakan titik rawan dan melakukan 
pengawasan sebaik-baiknya terutama pada masa tenang atau 
serangan fajar. 
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